DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

SEKRETARIAT

SUBAG PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1. STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH/STTB, NEM, SKHUN, RAPORT 
SD, SMP, Paket. A, B dan C
I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	1. Ijazah/STTB  Asli 

2. Daftar Nilai DaNem/NUAN /RAPORT Asli 

3. Foto Copy Ijazah / STTB maksimal 10 lembar 

4. Foto Copy Nilai DaNEM/NUAN Asli maksimal 10 Lembar 

5. Surat Pernyataan Tangung jawab Mutlak 

6. 1 lembar metrai Rp. 10.000

	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur
	ALUR PROSES LEGALISIR IJAZAH/STTB, NEM, SKHUN, RAPORT 
SD DAN SMP Paket. A, B dan C










Penjelasan Alur :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan 

2. Petugas memeriksa keabsahan ijazah / STTB,NEM, SKHUN, RAPORT apabila berkas tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aslinya maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi

3. Petugas membubuhkan stempel legalisir pada berkas Foto Copy yang sudah lengkap.

4. Petugas menyerahkan berkas ke Kasubag Perencanaan Kepegawaian dan Umum
5. Kasubag Perencanaan Kepegawaian dan Umum memferivikasi dan Paraf.
6.  Kasubag Perencanaan Kepegawaian dan Umum menyerahkan ke sekretaris 

7. Sekretaris memferivikasi dan menandatangani 

8. Berkas yang telah di tanda tangani diserahkan kembali kepada petugas layanan untuk dibubuhi cap

9. Proses pengarsipan salinan berkas sebelum kemudian diserahkan kepada pemohon.

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	15 Menit 

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	Legarisir  IJAZAH/STTB, NEM, SKHUN, RAPORT SD, SMP, Paket. A, B dan C

	6
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1. SMS/WA : 082239252081
2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7
	Masa berlaku 
	Masa berlaku pelayanan legalisir Ijazah/STTB satu (1) tahun 


II. Pengelolaan Pelayanan 
	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	1. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional  

2. Pemendikbud No 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan foto copy Ijazah/STTB

3. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon 

4. Perwali  No 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

	2
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	1. Komputer 

2. Printer

3. Meja

4. Kursi 

5. Jaringan internet

6. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

7. ATK

8. Lembar kerja 

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	1. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)

2. Meiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada.

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 

5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme administrasi Ijasah/STTB
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim 

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang.

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayan
	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

2. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya

3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan


2. STANDAR PELAYANAN MAGANG, PKL, KKN, PENELITIAN  DI DINAS PENDIDIKAN
I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	a. Surat Pengantar Magang, PKL, KKN, Penelitian yang di tanda tangani oleh kepala/pimpinan lembaga/badan/organisasi yang terkait dan di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon 

b. Proposal kegitan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu kegiatan, nama pelaksana kegiatan, sasaran/target dan hasil yang diharapkan minimal 3 (tiga) halaman. 

c. Salinan/Foto copy KTP penangung jawab/ketua atau koordinator 

Catatan : jika pemohon/pelaksana kegiatan lebih dari 1 dan tidak ada penunjukan koordinator/ketua dalam surat pengantar, maka Foto Copy identitas pertanyaan diajdikan 1 (satu) lembar

d. Membuat surat pernyataan  (disediakan oleh petugas layanan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bermetrai Rp. 10.000)

	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur
	ALUR PROSES MAGANG, PKL, KKN, PENELITIAN  

DI DINAS PENDIDIKAN













Penjelasan Alur 

1. Instansi/lembaga/badan/organisasi mengirim surat pengajuan ke Dinas 

2. Petugas pelayanan memferifikasi biodata jika persyaratan administrasi lengkap maka petugas layanan memasang lembar  disposisi pada surat permohonan.

3. Dimasukan   ke Kasubag Perencanaan   Kepegawaian  dan Umum untuk mencatat lembar disposisi

4. Petugas Pelayanan memberikan kepada Kepala Dinas 

5. Kepala Dinas mendiposisi surat ke Kasubag Perencanaan, kepegawaian dan Umum untuk ditindaklanjuti. 

6. Tanda tangan Surat Pernyataan oleh peserta magang,  PKL,KKN, Penelitian.

7. Perserta Magang,PKL,KKN,Penelitian  diterima dan diserahkan ke  Sekdis atau ke  Bidang terkait,sebagai pembimbing, Kasubag, atau kepala Bidang.  
8. Peserta Magang, PKL,KKN,Penelitian selesai melaksananakan kegiatan, menyampaikan dokumen Laporan ke Kepala Dinas.


	
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	Jangka waktu penyelesaian PELAYANAN MAGANG, PKL, KKN, PENELITIANsesuai dengan kebutuhan 

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	PELAYANAN MAGANG, PKL, KKN, PENELITIAN

	6
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1.SMS/WA : 082239252081
2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7
	Masa berlaku 
	Masa berlaku penyelesaian Magang, PKL, KKN, penelitian sesuai dengan kebutuhan lembaga/badan/organisasi yang terkait. 


II. Pengelolaan Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	a. UUD Tahun 1945 Undang-undang  No 2 Tahun 1989 tentang pendidikan, penelitian dan magang.

b. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional   

c. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon 

d. Perwali  No 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
e. Permendikbud No 50 tahun 2020 tentang PKL
f. 

	2
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	a. Komputer 

b. Printer

c. Meja

d. Kursi 

e. Jaringan internet

f. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

g. ATK

h. Lembar kerja

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	a. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)

b. Mampu mengoperasikan komputer 

c. Mampu memahami peraturan perundang-undangan  yang berlaku 

d. Mampu bekerja sama dalam Tim

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang sesuai kebutuhan 

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayan
	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

2. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya

3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan


3.STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI MAGANG, PKL, KKN, PENELITIAN 

DAN PROMOSI PRODAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH
I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	1. Surat Pengantar Magang, PKL, KKN, Penelitian yang di tanda tangani oleh kepala/pimpinan lembaga/badan/organisasi yang terkait dan di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon 

2. Proposal kegitan (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu kegiatan, nama pelaksana kegiatan, sasaran/target, Profil/Biodata kelembagaan dan hasil yang diharapkan minimal 3 (tiga) halaman. 

3. Salinan/Foto copy KTP penangung jawab/ketua atau koordinator 

Catatan : jika pemohon/pelaksana kegiatan lebih dari 1 dan tidak ada penunjukan koordinator/ketua dalam surat pengantar, maka Foto Copy identitas pertanyaan dijadikan 1 (satu) lembar

4. Membuat surat pernyataan  (disediakan oleh petugas layanan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bermetrai Rp. 10.000)

5. MOU kerja sama dengan pihak pemerintah  (bila ada)


	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur
	ALUR PROSES REKOMENDASI MAGANG, PKL, KKN, PENELITIAN DAN PROMOSI PRODAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH





 







Penjelasan Alur 

1. Instansi/lembaga/badan/organisasi mengirim surat pengajuan ke Dinas 

2. Petugas pelayanan memverifikasi biodata jika persyaratan administrasi lengkap maka petugas layanan memasang lembar  disposisi pada surat permohonan.

3. Dimasukan   ke Kasubag Perencanaan, Kepegawaian  dan Umum untuk mencatat lembar disposisi

4. Petugas Pelayanan memberikan kepada Kepala Dinas 

5. Kepala Dinas mendiposisi surat ke Kasubag Perencanaan, kepegawaian dan Umum  untuk ditindaklanjuti. 

6. Tanda tangan Surat Pernyataan oleh peserta magang,  PKL,KKN, Penelitian dan promosi prodak.
7. Petugas pelayanan membuat surat rekomendasi 

8. Petugas pelayanan memberikan kepada kasubag perencanaan, kepegawaian dan Umum untuk diferivikasi dan di paraf. 
9. Kasubag perencanaan, kepegawaian dan umum meberikan kepada sekretaris untuk di verifikasi dan di paraf

10. Sekretaris memberikan kepada kepala dinas untuk di tanda tangani 

11. Kepala Dinas mengembalikan kepada petugas layanan untuk membubuhi cap , mencatat pada buku agenda.1 lembar arsip dan 1 lembar diberikan kepada Pemohon.
12. Pemohon memberikan rekomendasi Satuan Pendidikan Terkait

	
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	Jangka waktu penyelesaian Rekomendasi  Magang, PKL, KKN, penelitian dan promosi prodak sampai dengan penerbitan rekomendasi maksimum 1 (satu) hari .

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	Rekomendasi Magang, PKL, KKN, penelitian dan promosi prodak

	6
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1.SMS/WA : 082239252081
2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7
	Masa berlaku 
	Masa berlaku rekomendasi penyelesaian Magang, PKL, KKN, penelitian sesuai dengan kebutuhan lembaga/badan/organisasi yang terkait. 


II. Pengelolaan Pelayanan 
	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	1. UUD Tahun 1945 Undang-undang  No 2 Tahun 1989 tentang pendidikan, penelitian dan magang.

2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional   

3. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon 

4. Perwali  No 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

	2
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	1. Komputer 

2. Printer

3. Meja

4. Kursi 

5. Jaringan internet

6. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

7. ATK

8. Lembar kerja

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	1. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan  yang berlaku 

4. Mampu bekerja sama dalamTim

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang sesuai kebutuhan 

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.


	7
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

2. Keslamatan produk layanan dijamin keabsahannya

3. Keslamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan


4. PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/ STTB/NEM/SKHUN HILANG/RUSAK  SD,SMP, PAKET A, B, DAN C  
I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	1. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa/Raja
2. Keterangan dari kepolisian

3. Copian Ijazah/ STTB/NEM/SKHUN

4. Foto Copy Buku Induk  yang disahkan kepsek 

5. Surat Pernyataan tanggung Jawab mutlak

6. 1 lembar metrai Rp. 10.000

	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur
	ALUR PROSES SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/ STTB/NEM/SKHUN HILANG/RUSAK  SD,SMP, PAKET A, B, DAN C  






Penjelasan Alur :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan 

2. Petugas layanan memverifikasipersyaratan administrasi apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi

3. Petugas pelayanan membuat rekomendasi  dan diserahkan kepada Kasubag Perencanaan  kepegawaian dan Umum
4. Kasubag Perencanaan  kepegawaian dan Umum memferivikasi kemudian paraf.

5. Kasubag Perencanaan  kepegawaian dan Umum menyerahan kepada sekretaris untuk diferivikasi kemudian paraf.

6. Sekretaris menyerakan kepada kepala dinas untuk di tanda tangani. 

7. Kepala Dinas mengembalikan kepada petugas layanan untuk di bubuhi cap selanjutnya dicatat pada buku agenda.1 lembar arsip dan 1 lembar diberikan kepada Pemohon. 

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	25 Menit

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, NEM, SKHUN, Kesetaraan , paket A,B, C  SD, SMP.

	6
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1.SMS/WA : 082239252081
2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7
	Masa berlaku 
	Masa berlaku Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, NEM, SKHUN, Kesetaraan , paket A,B, C  SD, SMP seumur hidup.


II. Pengelolaan Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional   

2. Permendikbud No 29 Tahun 2014 Tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang/rusak.

3. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon 

4. Perwali  No 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2016 Tanggal 21 September 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

	2
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	1. Komputer 

2. Printer

3. Meja

4. Kursi 

5. Jaringan internet

6. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

7. ATK

8. Lembar kerja 

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	1. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)

2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada. 

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 

4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 

5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme adminitrasi Ijasah 

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam Tim 

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang sesuai kebutuhan 

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayan
	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

2. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya

3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan


5. STANDAR PELAYANAN SURAT  KETERANGAN MUTASI SISWA  

SD DAN SMP
I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	1. Permohonan pindah dari Orang tua

2. Surat keterangan Pindah dari Sekolah Asal meliputi Nama siswa, Nomor  Induk Siswa Nasional, Tingkat / Kelas, Asal Sekolah, Sekolah Tujuan Propinsi, Kab/Kota

3. Raport siwa



	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur 
	ALUR PROSES PELAYANAN SURAT  KETERANGAN MUTASI SISWA  

SD DAN SMP





Penjelasan Alur :
1. Pemohon Membawa Surat Keterangan  Pindah  ke petugas layanan
2. Verifikasi Berkas oleh Petugas Layanan Jika ya layak maka  petugas layanan menyusun draf surat ijin operasional. Jika tidak layak, maka dilengkapi persyaratan.
3. Proses pencetakan surat Keterangan mutasi  :Draft Surat komitmen Izin operasional diteliti oleh Kasubag Perencanaan  Kepegawaian  dan umum kemudian di paraf, selanjutnya diserahkan ke Sekretaris untuk verifikasi terakhir dan di paraf
4. Menyerahkan Surat keterangan mutasi siswa kepada kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Penomoran, stempel Selanjutnya Penggandaan   (Arsip)
6. Menyerahkan Surat Keterangan mutasi  kepada pemohon



	3
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	1 Jam

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	Surat Keterangan Mutasi Siswa

	6 
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1. SMS/WA : 0082239252081        

2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7 
	Masa berlaku 
	Setelah Siswa diterima di sekolah yang dituju


II. Pengelolaan Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan 

3. Peraturan Daerah Nomor  5 Tahun 2010 Tentang  Penyelengaraan Pendidikan di Kota Ambon

4. Perwali Nomor 26 Tahun 2014 Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif.


	  
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	1. Komputer 

2. Printer 

3. Meja 
4. Kursi 

5. ATK
6. Internet
7. Lembar Kerja


	3
	Kompetensi Pelaksana 
	1. Sarjana (S1)

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Mampu memahami peraturan perundang-undangan  yang berlaku 

4. Mampu bekerja sama dalam Tim

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang sesuai kebutuhan 

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayan
	1. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

2. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya

3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
	Evaluasi kinerja pelaksana
	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan sekurang-kurangnya enam bulan


6.
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI LEMBAGA/INSTANS/BADAN PUBLIK

I. Penyampaian Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Persyaratan Pelayanan 
	1. Surat Permohonan Informasi dari Lembaga/Instans/Badan Publik berisi tujuan informasi yang di minta,dilengkapi dengan format kebutuhan data

	2
	Sistem mekanisme dan Prosedur
	PERMOHONAN INFORMASI DARI LEMBAGA/INSTANS/BADAN PUBLIK








Penjelasan Alur :

1. Pemohonan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas Pendidikan  Kota Ambon
2. Petugas layanan membuat data sesuai format kebutuhan d
3. Kasubag Perencanaan  kepegawaian dan Umum memferivikasi kemudian paraf.

4. Permohonan Legilitas dari  Sekretaris dan  Kepala Dinas Pendidikan oleh Petugas

5. Penomoran, stempel Selanjutnya Penggandaan   (Arsip)
6. Petugas Layanan Menyerahkan Data yang dibutuhkan   kepada pemohon



	
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	2 (Dua) Hari Lama hari di sesuaikan dengan banyaknya kebutuhan data yang diminta dari Lembaga/Instansi/Badan Publik.

	4
	Biaya dan Tarif
	Rp. 0/ (Gratis)

	5
	Produk Layanan 
	PERMOHONAN INFORMASI DARI LEMBAGA/INSTANSI/BADAN PUBLIK

	6
	Penanganan pengaduan saran, dan masukan 
	1.SMS/WA : 0822-3925-2081
2. E-mail : dindikkotaambon@gmail.com  

3. Adukan Langsung Melalui Meja Pengaduan  

4.Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk

5. Aplikasi LAPOR!



	7
	Masa berlaku 
	1 Tahun Ajaran


III. Pengelolaan Pelayanan 

	NO 
	KOMPETENSI 
	URAIAN 

	1
	Dasar Hukum 
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional   
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon 

4. Permendikbud No 50 tahun 2020 tentang PKL


	2
	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas 
	i. Komputer 

j. Printer

k. Meja

l. Kursi 

m. Jaringan internet

n. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

o. ATK

p. Lembar kerja

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	e. SLTA/Diploma/Sarjana (S1)

f. Mampu mengoperasikan komputer 

g. Mampu memahami peraturan perundang-undangan  yang berlaku 

h. Mampu bekerja sama dalam Tim

	4
	Pengawasan Internal 
	Dilakukan oleh atasan langsung secara kontinyu dan konsisten 

	5
	Jumlah Pelaksana 
	Jumlah Personil sebanyak 1 orang sesuai kebutuhan 

	6
	Jaminan Pelayanan 
	Jaminan pelayanan diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompetensi di bidang tugasnya dengan perilaku yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan keamanan dan keslamatan pelayan
	4. Keamanan produk pelayanan dijamin keabsahannya 

5. Keselamatan produk layanan dijamin keabsahannya

6. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.

	8
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